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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2017
TENTANG GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 14,
Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 99
Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
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Menetapkan

4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang
Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 226);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 564) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
460);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR
99 TAHUN 2017 TENTANG GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal wusul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.
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Kecamatan atau yang disebut dengan dengan nama lain
adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang
dipimpin oleh camat.

Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan
sebagai perangkat Kecamatan.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah
dan Dewan  perwakilan rakyat daerah  dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
yang selanjutnya disebut dengan Gerakan PKK adalah
gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh
dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya
Keluarga yang beriman dan bertagwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur,
sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan
keadilan gender, serta kesadaran hukum dan
lingkungan.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang
terdiri atas suami istri, suami istri dan anaknya, ayah
dan anaknya, ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah
dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan
derajat ketiga.

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang
selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga
kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang mewadahi
partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan
kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun
warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang
mengoordinasikan kelompok dasawisma.

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah
mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga
kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai
fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan
penggerak pada  masing-masing jenjang untuk

terlaksananya program PKK.
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Sistem Informasi Manajemen Gerakan Pemberdayaan
dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat
SIM PKK adalah Aplikasi yang mendokumentasikan,
mengadministrasikan, serta mengolah data program dan
kelembagaan Gerakan PKK.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan dalam negeri.

BAB II
PENYELENGGARA GERAKAN PKK

Pasal 2
Menteri menyelenggarakan Gerakan PKK secara nasional.
Menteri mendelegasikan penyelenggaraan Gerakan PKK
secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
Gubernur, bupati/wali kota melalui Perangkat Daerah
yang membidangi pemberdayaan dan pemerintahan Desa
melaksanakan dan mengoordinasikan Gerakan PKK di
wilayahnya.
Camat melalui kepala seksi yang membidangi
pembangunan melaksanakan dan mengoordinasikan
Gerakan PKK di Kecamatan.
Kepala Desa melalui kepala urusan pembangunan
melaksanakan dan mengoordinasikan Gerakan PKK di
Desa.
Lurah melalui kepala urusan pembangunan
melaksanakan dan mengoordinasikan Gerakan PKK di

Kelurahan.

BAB III

PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN

KESEJAHTERAAN KELUARGA
Pasal 3

Menteri dalam menyelenggarakan Gerakan PKK secara

nasional membentuk TP PKK pusat.
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Gubernur dalam menyelenggarakan Gerakan PKK
membentuk TP PKK provinsi.

Bupati/wali kota dalam menyelenggarakan Gerakan PKK
membentuk TP PKK kabupaten/kota.

Camat dalam  menyelenggarakan  Gerakan  PKK
membentuk TP PKK Kecamatan.

Kepala Desa dalam menyelenggarakan Gerakan PKK
membentuk TP PKK Desa.

Lurah dalam  menyelenggarakan  Gerakan  PKK

membentuk TP PKK Kelurahan.

Pasal 4
TP PKK pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) terdiri atas:
a. ketua umum dijabat isteri/suami Menteri Dalam
Negeri;
b. sekretaris umum;

c. ketua I bidang pembinaan karakter Keluarga;

d. ketua II bidang pendidikan dan peningkatan
ekonomi Keluarga;

e. ketua Il bidang penguatan ketahanan Keluarga;

f.  ketua IV bidang kesehatan Keluarga dan lingkungan;

g. sekretaris I, sekretaris II, sekretaris IIlI, sekretaris IV;

h. bendahara I dan bendahara II;

i.  kelompok kerja I, kelompok kerja II, kelompok kerja
III, dan kelompok kerja IV;

j.  staf ahli

Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g

tediri atas:

a. sekretaris I mengoordinasikan ketatausahaan;

b. sekretaris II mengoordinasikan pengelolaan program;

c. sekretaris III mengoordinasikan kehumasan dan
kerjasama antar lembaga; dan

d. sekretaris IV mengoordinasikan rumah tangga,
pemeliharaan gedung, inventaris barang dan

sekretariat.
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